2

BAB III
METODE PENELITIAN


Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten ( Soekanto, dan Mamudji, 2003:1). Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya ( loc.cit). 


Demikian pula halnya dengan metode penelitian hukum , memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakannya dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum  dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan , rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum ( Marzuki, 2012 : 22).


Sesuai dengan sifat preskriptif dari ilmu hukum, maka penelitian hukum diberikan pengertian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Melalui penelitian hukum akan didapatkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.
3.1. Spesifikasi Penelitian



Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu –isu hukum dalam kaitannya dengan Informasi Asimetris dalam  pelayanan medik dan dampaknya bagi pasien , yang dikaji dari perspektif hukum progresif.

Penelitian ini bersifat kualitatif , yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif  berupa tulisan atau lisan dari pihak-pihak yang dikaji ( Creswels, 1999: 1-2).
3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pendekatan pada doktrin-doktrin maupun asas-asas ilmu hukum (Ali, 2010: 18). Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; sedangkan pendekatan normatif ,kegiatan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekuneder yang bersifat khusus ( Soekanto dan Mamudji, 1986: 42). Penelitian normatif akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan etika kedokteran  khususnya dalam kaitannya dengan akibat dari adanya informasi asimetris dalam pelayanan medik .
Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach), pendekatan historis ( historical approach), dan pendeketan konseptual (conceptual approach). (Ibid, )
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan sektor jasa pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai akibat dilakukannya liberalisasi di sektor jasa kesehatan, dalam rangka mencari ratio legis  dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.
Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang mengapa kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia cenderung berkembang ke arah pelayanan jasa kesehatan yang bersifat komersial , termasuk perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum , khususnya hukum kontrak dan hukum kesehatan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum  dan asas-asas hukum yang relevan dengan persoalan kebijakan pelayanan medik dalam kaitannya dengan informasi asimetris yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pasien. 
3.3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama. Data sekunder  meliputi bahan – bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang mengatur sektor pelayanan jasa kesehatan dalam kaitannya dengan tindakan dokter yang bersifat “ supplier induced demand” terhadap pasiennya,yang meliputi :

a. UUD NRI 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
e. Per.Men.Kes. RI No. 585/Men.Kes/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
f. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
g. United Nations Universal Declaration of Human  Rights 1948
h. NBW
serta bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak bersifat dokumen resmi, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan dan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan.

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka data yang digunakan hanya data sekunder sebagai data utama , yang berupa bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan (library research), maupun penelusuran bahan pustaka melalui internet (web research). Penelusuran kepustakaan merupakan  teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan , dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji (Nazir, 2003: 27). Studi kepustkaan mencakup beberapa proses, yaitu identifikasi teori, penemuan pustaka, serta analisis dokumen yang terkait erat dengan bidang yang dikaji (Moleong, 2006: 6)
3.5. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparasi, maka bahan-bahan hukum akan dianalisis dengan metode interpretasi. Adapun interpretasi akan dilakukan terhadap kata-kata yang digunakan dalam undang-undang ( interpretasi literal),  pencarian makna dari undang-undang berdasarkan latar belakang munculnya undang-undang tersebut, serta untuk memahami tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

